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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR Ll TAHUN 2009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) 
KELUARGA BER ENC ANA DAN PEMBERDA Y AAN PEREMPUAN 

DI KECAMATAN 

enlmbang 

engingat 

DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memem.lhi ketentuan Pasal 50 P~raturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Ke1a Lembaga Teknis Daerah Kota 
Palembang sejalan dengan ketentuan Pas,at 3 fera1uran Daerah 
Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urus~n 
Pernerlntahan Kota Palembang dibidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, keluarga beren.cana dan 
keluarga sejahtera, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas 
pokok dan fungsi Badan Keluarga E3erencana dan Pemberdayaan 
Perempuan pada tingkat operasional serta dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Sadan (UPTB) Keluarga ~rencana dan 
Pemberdayaan Perempuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
pertu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Pemberitukan Unit Pelaksana Teknls Sadan (UPTB) Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 teiltang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah 
dlubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nemer 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahu.n 2004 tentang Pembentu~an 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 N0mor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

4. Uhdailg-Undan·g N'omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubalian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 !entang 
Pemerint.ihan Daerah (Lembaran Negara RJ Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Le,-nbaran Negara Nomor 4844); 



l~enetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teritang Partmbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertntahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provlnsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasl Perangkal Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tanibahan Lembaran Negara Rf Nomor4741); 

8. Per.aturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentaog 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembenlukan, Susunan Orgariisqsi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 10 Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SADAN (UPTB) 
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DI KECAMATAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota f>alembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakll Wallkota Palembang. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang. 
6. Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kola Palembang. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang. 

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Baden Ketuarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang. 

10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Baden 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kola 
Palembang. 

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnal sebagai Perangkat Daerah 
Kola Palembang, yang dlpimpln oleh Camat. 

12. Unit Pelaksana Teknis Sadan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat UPTB 
Keluarg;:i Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah 
seluruh UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksana teknls 
operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kola Palembang. 
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13. Kepala Unit PelakSana Teknls Badan Kelu_arga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan yang selan)utnya dlsingkat Kepala 
UPTB adaJah Kepala UPTB Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan. 

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha pada UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan di Kecamatan. 

15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Tek.nis OperasionaJ 
pada l,JPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
di Kecamatan. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelomp·ok Pegawai Negeri 
Slpll Yl:!ng diberi tugas. wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang 
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraluran lni, diberiluk Unit Pelaksana Teknis Sadan 
Koluarga Beroncana dan Pemberdayaan Perempuan di 
Kecam.atan. 
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(2) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdiri dari : 
a. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kecamatan lllr Timur I. 
b. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kecamatan Kemunlng. 
C. tJPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kecamatan lllf Timur II. 
d. UPTB Keluarga Berencana 

Kecamatan Kalidoni. 
dan Pemberdayaan Perempuan 

e. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Sako. 

r. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Sema~ng Borang. 

9- UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan llif Barat I. 

h. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Bukll Keen. 

i ' UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan lllr Baral II. 

j . UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Peremi::iuan 
Kecamatan Gandus. 

k. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Sukaraml. 

I. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Ke~matan Alang-Alang Labar. 

m. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Seberang Ulu I. 

n. UPTB Keluiuga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
K~matan Kertapall. 

o. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Seberang Ulu II. 

p. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kecamatan Plaju. 



BAB Ill 
KEOUOUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal3 

(1) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di 
Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(2) Dalam kedudukannya tersebut, secara admi'nistrasi dibina oleh 
Sekretarls dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala 
Bidang. 

Paaal4 

UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di 
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan di wllayah kecamatan melipuU penyuluhan keluarga 
berencana dan pelaksanaan-pelaksanaan program pemberdayaan 
perempuan di kecamatan sesual dengan kewenangan berdasarkan 
peraluran perundang-uri<fangar\ yang berlaku 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
UPTB Keluarga Berenc,ana dan Pemberdayaan Perempuan di 
Kecamatan mempunyal fungsi : 
a. Penyelenggaraan kegiatan teknis opera(lional k~luarga berencana 

dan pemberdayaan perempuan di wllayah kecamatan. 
b. Pendataan keluarga barencana di kecamatan. 
G. Per19endallan dan pengawasan terhadap kegiatan keluarga 

berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan. 
d. Fasilitasl penyelenggaraan sosiafisasi dan penyuluhan keluarga 

berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan. 
e. Monitoring dan evaluasi kegiatan keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan di kecamatan 
f. Pengkoordinasian dengan instansi !erk.ail dan unit kerja lalnnya. 
g. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Baden 

melatui Sekretarfs dan ataµ Kepala Bidang yang terkait. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal6 

(1) Susun;m Organisasi UPTB Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan terdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Keluarga Berenca11a dan 
Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 
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Bagtan Pertama 
Kepala UPTB 

Pasal7 

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebaglan lugas operasional Sadan Keluarga Berenc:ana 
dan Pemberdayaan Perempuan di kecamatan sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peFaturan perundang­
undangan yang bertaku. 

Pasal8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, 
Kepala UPTB mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kecamatan dan 

memantau pelaksanaannya. 
b. Pe.laksanaan menghimpun dan mengelola hasil kegiatan tingkat 

kecamatan. 
c. Pelaksanaan pembinaan dan penllaian terhadap pembinaan 

keluarga berencana tingkat k.elurahan. 
d. Pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan 

perempuan tlngkat kecamatan dan hasll dari penjabaran keg,atan 
Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 
Palembang. 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan tingkat 
kecamatan. 

f. Pelaksanaan pendalaan lingkat kecamatan. 
g. Pelaksanaan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan lahunan. 
h. Pelaksanaan ~oslalisasl dan penyuluhan keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan pada ,vi!ayah kecamatan. 
i. Pelaksanaan koordinasl dengan unit ke~a dan lnstansi terkait 

lainnya. 
j. Pelaksenaan tugas-tugas dines yang diberikan oleh Kepala Badan. 
k. Penyiapan dan penyusuna~n l;i!poran pelaksanaan tugas UPTB. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 9 

Kepala Sub B~glan Tata Usaha sebagaimana dlmal<sud dalam Pasal E? 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
umum. kepegawaian den keuanr.ian. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana ke~a sebc;tgai bahan untuk melal<sanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya_ 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan sural menyurat den 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perfengkapan. 
e. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
f. Pelaksanaan Lugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTB. 
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Baglan Ketlga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal 11 

Pelugas Teknis Operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordlnir pelakaanaan 
keglatan lugas lap;:tngan, pengawasan terhadap pembinaan penyuluh 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada wilayah 
kecamatan. 

Pasal 12 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan lnventarisasi {SuNey) .dan pengawasan keluarga 

berencana dan pemberdayaan perempuan. 
b. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan. 
c. Pelaksanaan penyuluban keluarga berencan?, kell.larga sejahtera 

dan pemberdayaan pefempuan. 
d. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan peserta keluar{la 

berencana dan pemberdayaan per~mpuan. 
e. Pelaksanaan menghimpun dan mengelola hasll pendalaan serta 

membina kelompok-kelompok akseptor KB di llngkat kelurahan. 
f. Pelak~naan pembinaan terhadap lnstitusi Masyarakat Perkotaan 

(IMP). 
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kellJarga blirencana, 

keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan tingkat 
kelllrahan. 

h. Pelaksanaan laporan bulanan, triwulan, semesteran tingkat 
ke-lurahan. 

i. Petaksanaan kerjasama dan berkoordinasl dengan plhak terkait 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi!(an olell Kepala UPTB. 

Bagian Keempat 
Ketompok Jabatan Fungslonal 

Pasaf 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional seba,gaimana dim;iksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) hunJf d, mempunyai tugas metaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi UPTB Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan sesuai dengaf'I kealilian yang 
dibutuhkan_ 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional te-rdiri dari oojum!ah tenaga dalam 
Jenjang jabatan fungslonal yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bjdang tugasnya. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 14 
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Dalam melaksanakan tugasnya, UPTB Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkrontsas! balk dllingkungan satuan kerjanya maupun dengan 
instansi lainnya sesuai dengan bfdang tugasnya. 



Pasal15 

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya didasark.an pada 
kel;>ljakan yang ditetapkan oleh Kepala Sadan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal16 

{1) Kepala UPTB wajlb memimpln dan mengkoordlnaslkan 
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan lugas bawahannya dan apabila lerjadi 
penylmpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan 
melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Badan sesuai 
dengan ketentuan peralufan,perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Sub Bagian, Pelugas Teknis Operasional dan Kelompok 
Jabatan Fungsional bertanggung]awab kepada Kepala UPTB 
Ketuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

BABVI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Petugas Operas.ionat 
dan Kelompok Jabalan Fungslonal pada UPTB Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan c_llangkat dan 
dibernentikan oleh Watlkota berdasarkan usu! Kepala s·adan. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal18 

Ha-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan ditetapkan oleh Walikola. 

Pasal 19 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya datam B:erita Oaerah Kola 
Palembang 

ui""""'-ilh " ,n rotornb•~a 
oad• •••irool 17 ~£!- 200~ 

~Et:F ETARIS llf.ER-'H 

C £CTI Ml -~7?--' -
Oro. K. !.l~TYIJlt> Ho,mqn, 1,1, SI 

8~111il• OAERJ.H KOTA l'Al~MUH~ 
TAHIJl< 1009 H0,-..011 ,2( 

Dltetapkan di Palembang 
pada tanggal 2.":f /\pril 2009 

H. E0DY SANT ANA PUTRA 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ?ELAKSANA TEKNIS BADAN 
(UPTB) KELUA~GA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

---o1"i<i:eAr,,,A, P11-l° 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
I I I I I I I I I I I I I I i 

7 1 7 7 I I I I I I I I I I I 

''""d•nat,on di ,~11mbano 
pod• •n••~•1 7.1 ~4- 1009 

~EHETAR1S OAERAH 
KOTA PALE.M.I ANG 

\ 

• Ma,w/ii H1•mon, M, SI 
llt filTA OAEIIAH KOTA "ALFMI AII" 

TAHUN 2009 N0\40~ 2 l 

LAMPJRAN PERATURAN WAUKOTA PALEMl3ANG 
NOMOR : 2.'I TAHUN 2009 

----------l"Al\!GGAl..:....:l.~~!J..!2-\,1 "009---- - . 

KEPALA UPTB 

PETUGAS TEKNLS 
OPERASl'.ONAL 

TENrANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNJS l3ADAN (UPTB) 
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN Dt KECAMATAN 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

OTA PALEM.BANG, 

H. EDDY SANTANA PLJTRA 


